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Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan/ Rakyat Daerah (DPRD) untuk

memperoleh persetujuan bersama

i




Mengingat .

2,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke
dalam kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Oktober tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5561);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Muna Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan.
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Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.

. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan

yvang menjadi kewenangan Daerah.

. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Daerah.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 761.503.189.029 (tujuh ratus enam puluh satu

miliar lima ratus tiga juta Seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan daerah Rp. 721.311.124.563
(2) Belanja Daerah Rp. 761.503.189.029
(3) Pembiayaan Daerah Rp.40.192.064.466
Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.982.761.107
b. Pendapatan Transfer Rp. 654.098.744.000
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 34.229.619.456
Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a. Pajak Daerah Rp. 12.400.000.000
b. Retribusi Daerah Rp. 1.900.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp. 1.828.255.073
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 16.854.506.034

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 626.253.744.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 27.845.000.000
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(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Dana Darurat Rp. 9.063.829.000
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Rp. 25.165.790.456

Perundang-Undangan

Pasal 5
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:
a. Belanja Operasi Rp. 525.173.432.979,60
b. Belanja Modal Rp. 131.403.296.549,40
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.800.000.000
d. Belanja Transfer Rp. 103.126.459.500
Pasal 6
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
a. Belanja Pegawai Rp. 334.626.904.257
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 163.619.996.922,60
c. Belanja Hibah Rp. 23.651.049.800
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.275.482.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah Rp. O
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 10.301.570.444,40

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 49.796.389.114
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 69.542.182.791

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 113.154.200
f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 1.650.000.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, yaitu Rp. 1.800.000.000
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil Rp. O
b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 103.126.459.500
Pasal 7
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 40.192.064.466
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. O
Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muna Barat Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini terdiri dari:

i
2.
3.

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulas Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program Pada RPJMD /RPD dengan Rancangan APBD,;



8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Peraturan Daerah

Tentang APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas
Kabupaten/Kota;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah serta daftar perkiraan penambahan

dan pengurangan aset lain lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran yang direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan

Peraturan Bupati.



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 3l Desember 2024

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 3| Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. SEIN TALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR %,
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Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN MUNA BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.982.761.107,00
4.1.01 Pajak Daerah 12.400.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 1.900.000.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.828.255.073,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 16.854.506.034,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 654.098.744.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 626.253.744.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 27.845.000.000,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.229.619.456,00
4.3.02 Dana Darurat 9.063.829.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 25.165.790.456,00
Jumlah Pendapatan 721.311.124.563,00
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI 525.173.432.979,60
5.1.01 Belanja Pegawai 334.626.904.257,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.619.996.922,60
5.1.05 Belanja Hibah 23.651.049.800,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.275.482.000,00
5.2 BELANJA MODAL 131.403.296.549,40
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.301.570.444,40
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.796.389.114,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.542.182.791,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 113.154.200,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.650.000.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.800.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.800.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 103.126.459.500,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 0,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 103.126.459.500,00
Jumlah Belanja 761.503.189.029,00

Lampiran : Hal 1



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

Total Surplus/(Defisit) -40.192.064.466,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.192,064.466,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.192.064.466,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 40.192.064.466,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Pembiayaan Netto 40.192.064.466,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0.00

Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024

Pj Bupati

Lampiran : Hal 2



KABUPATEN MUNA BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran Il :

Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 35.579.619.456,0 | 302.300.364.680, | 117.000.171.330, 0.00 000 | 419:300536.011,

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 60 40 ' ’ 00

o1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 | 108709950923 1 5 123 654.150,00 0,00 000 | 170893605078
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 000 | 108:769.95092% 1 5 123 654.150,00 0,00 000 | 170893605078
0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 25/616.790456,0 | 106.042455.739. | 16.750.257.750,4 0,00 0.0 | 124792.713.499
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan 8.476.505.688,00 | 0732010960 | 17.986.267.000.0 0,00 000 | 77:059.528.696.
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0001 | PUSKESMAS LAILANGGA 0,00 | 1.396.666.368,00 |  64.485.632,00 0,00 0,00 | 1.461.152.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0002 | PUSKESMAS LAWA 0,00 | 1.784.187.600,00 |  75.124.400,00 0,00 0,00 | 1.859.312.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS BARANGKA 0,00 | 1.208.450.380,00 |  64.914.620,00 0,00 0,00 | 1.273.365.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS WUNA 0,00 | 1.304.948.000,00 |  33.000.000,00 0,00 0,00 | 1.337.948.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS MAROBEA 0,00 | 1.139.016.800,00 |  38.786.200,00 0,00 0,00 | 1.177.803.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS TIKEP 0,00 | 1.886.240.520,00 |  42.515.480,00 0,00 0,00 | 1.928.756.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0007 | PUSKESMAS TIWORO TENGAH 0,00 | 1.391.071.220,60 |  64.043.779,40 0,00 0,00 | 1.455.115.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0008 | PUSKESMAS TIWORO SELATAN 0,00 | 1.352.154.000,00 |  71.950.000,00 0,00 0,00 | 1.424.104.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS TONDASI 0,00 | 1.329.000.000,00 |  61.000.000,00 0,00 0,00 | 1.390.000.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS PAJALA 0,00 | 1.264.802.000,00 |  38.300.000,00 0,00 0,00 | 1.303.102.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS MAGINTI 0,00 | 1.410.151.752,00 |  28.594.248,00 0,00 0,00 | 1.438.746.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS GUALI 0,00 | 1.232.825.800,00 |  29.913.200,00 0,00 0,00 | 1.262.739.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0013 | PUSKESMAS SIDAMANGURA 0,00 | 1.354.395.687,00 |  25.500.000,00 0,00 0,00 | 1.379.895.687,00

Lampiran : Hal 3




Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS KOMBIKUNO 0,00 | 1.259.800.000,00 36.340.000,00 0,00 0,00 | 1.296.140.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS KAMPOBALANO 0,00 912.227.800,00 32.201.200,00 0,00 0,00 944.429.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS BERO 0,00 976.078.000,00 22.322.000,00 0,00 0,00 998.400.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0201 Bidang Pelayanan Kesehatan 0,00 34.988.000,00 0,00 0,00 0,00 34.988.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0202 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 | 1.270.069.108,00 0,00 0,00 0,00 | 1.270.069.108,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0203 Bidang Kesehatan Masyarakat 0,00 | 1.475.685.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.475.685.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0204 Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 0,00 326.195.000,00 0,00 0,00 0,00 326.195.000,00
02 | 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah 17'139'284'768’8 22'660'241'008’8 35.000.000,00 0,00 0,00 22'695'241'008’g
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 10.905.414.593,0 | 86.574.244.421,0 97.479.659.014,0
03 UMUM DAN PENATAAN RUANG 900.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0
03 | 1.03.0.00.0.00.04.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 900.000.000,00 10'905'414'593'8 86'574'244'421'8 0,00 0,00 97'479'659'014'8

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
04 DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 | 2.926.433.500,00 116.800.000,00 0,00 0,00 | 3.043.233.500,00
04 | 1.04.2.10.0.00.05.0000 gg?;n':lﬁ;ﬂ]maha”' Kawasan Permukiman dan 0,00 | 2.926.433.500,00 | 116.800.000,00 0,00 0,00 | 3.043.233.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 17.955.038.443.0
05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.063.829.000,00 | 7.819.823.443,00 | 9.435.215.000,00 0,00 0,00 ' ' ' ’0

SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

05 | 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 | 5.863.515.738,00 23.550.000,00 0,00 0,00 | 5.887.065.738,00
11.367.972.705,0
05 | 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.063.829.000,00 | 1.956.307.705,00 | 9.411.665.000,00 0,00 0,00 0
06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 | 5.836.286.482,00 0,00 0,00 0,00 | 5.836.286.482,00
06 | 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial 0,00 | 5.836.286.482,00 0,00 0,00 0,00 | 5.836.286.482,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 38.988.907.401,0 40.265.532.441,0
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 0 1.276.625.040,00 0,00 0,00 0
07 EIFEQI;JJS/Z\AN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 0,00 | 2.074.130.142,00 0,00 0,00 0,00 | 2.074.130.142,00
07 | 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,00 | 2.074.130.142,00 0,00 0,00 0,00 | 2.074.130.142,00

Lampiran : Hal 4




Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 | 2.487.318.380,00 |  22.370.000,00 0,00 0,00 | 2.509.688.380,00
PERLINDUNGAN ANAK

08 | 2.08.0.00.0.00.23.0000 2:]”5(3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 0,00 | 2.487.318.380,00 22.370.000,00 0,00 0,00 | 2.509.688.380,00

09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.000.000.000,00 | 1.935.362.651,00 |  77.864.000,00 0,00 0,00 | 2.013.226.651,00

09 | 2.09.0.00.0.00.21.0000 | Dinas Ketahanan Pangan 1.000.000.000,00 | 1.935.362.651,00 |  77.864.000,00 0,00 0,00 | 2.013.226.651,00

10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 |  50.500.000,00 0,00 0,00 0,00 |  50.500.000,00

10 | 1.04.2.10.0.00.05.0000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 0,00 50.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00
Pertanahan

11 gfé%SPAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 0,00 | 2.708.876.538,00 | 100.000.000,00 0,00 0,00 | 2.808.876.538,00

11 | 2.11.3.28.0.00.10.0000 | Dinas Lingkungan Hidup 0,00 | 2.708.876.538,00 |  100.000.000,00 0,00 0,00 | 2.808.876.538,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0,00 | 2.258.035.894,00 |  17.760.000,00 0,00 0,00 | 2.275.795.894,00
PENCATATAN SIPIL

12 | 2.12.0.00.0.00.11.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 | 2.258.035.894,00 |  17.760.000,00 0,00 0,00 | 2.275.795.894,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

13 e e AN WA RS DESA 0,00 | 3.705.620.892,00 | 225.274.700,00 0,00 0,00 | 3.930.895.592,00

13 | 2.13.0.00.0.00.12.0000 BZ‘SE: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 0,00 | 3.705.620.892,00 | 225.274.700,00 0,00 0,00 | 3.930.895.592,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 | 4.912.661.684,00 | 138.942.000,00 0,00 0,00 | 5.051.603.684,00
BERENCANA

14 | 2.14.0.00.0.00.13.0000 ggﬂii;irfe”da"a” Penduduk dan Keluarga 0,00 | 4.912.661.684,00 | 138.942.000,00 0,00 0,00 | 5.051.603.684,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

15 RS e 100.000.000,00 | 3.020.935.501,00 | 400.730.000,00 0,00 0,00 | 3.421.665.501,00

15 | 2.15.0.00.0.00.14.0000 | Dinas Perhubungan 100.000.000,00 | 3.020.935.501,00 | 400.730.000,00 0,00 0,00 | 3.421.665.501,00

16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI 0,00 | 4.026.734.681,00 |  44.400.000,00 0,00 0,00 | 4.071.134.681,00

DAN INFORMATIKA

Lampiran : Hal 5




Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

16 | 2.16.2.20.2.21.15.0000 gg‘r";‘gr:fj‘i’g;””'kas" Informatika, Statistik dan 0,00 | 4.026.734.681,00 44.400.000,00 0,00 0,00 | 4.071.134.681,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,

17 USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 | 3.016.353.567,00 0,00 0,00 0,00 | 3.016.353.567,00

17 | 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 | 3.016.353.567,00 0,00 0,00 0,00 | 3.016.353.567,00

18 ,l\JA%UD%*_N PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 0,00 | 2.555.882.443,00 |  48.840.000,00 0,00 0,00 | 2.604.722.443,00

18 | 2.18.0.00.0.00.17.0000 g;ﬁsp'?niﬂa”ama” Modal dan Pelayanan Terpadu 0,00 | 2.555.882.443,00 48.840.000,00 0,00 0,00 | 2.604.722.443,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN

19 DAN OLAHRAGA 0,00 | 4.699.891.700,00 17.241.000,00 0,00 0,00 | 4.717.132.700,00

19 | 2.19.0.00.0.00.18.0000 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 | 4.699.891.700,00 17.241.000,00 0,00 0,00 | 4.717.132.700,00

20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 30.368.000,00 0,00 0,00 0,00 30.368.000,00

20 | 2.16.2.20.2.21.15.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 0,00 |  30.368.000,00 0,00 0,00 0,00 |  30.368.000,00
Persandian

21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00

21 | 2.16.2.20.2.21.15.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 0,00 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00
Persandian

22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 | 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 | 105.000.000,00

22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 | 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 | 105.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

23 PERPUSTAKAAN 0,00 | 1.366.926.108,00 | 183.203.340,00 0,00 0,00 | 1.550.129.448,00

23 | 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 | 1.366.926.108,00 183.203.340,00 0,00 0,00 | 1.550.129.448,00

24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 25.941.220,00 0,00 0,00 0,00 25.941.220,00

24 | 2.23.2.24.0.00.22.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 25.941.220,00 0,00 0,00 0,00 25.941.220,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 550.000.000,00 30'145'246'754'8 6.000.503.329,00 0,00 0,00 36'145'750'083'8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN

25 DAN PERIKANAN 150.000.000,00 | 5.074.361.312,00 | 220.999.996,00 0,00 0,00 | 5.295.361.308,00

25 | 3.25.0.00.0.00.59.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan 150.000.000,00 | 5.074.361.312,00 | 220.999.996,00 0,00 0,00 | 5.295.361.308,00

Lampiran : Hal 6




Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 | 2.644.481.844,00 180.996.000,00 0,00 0,00 | 2.825.477.844,00
26 | 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 | 2.644.481.844,00 180.996.000,00 0,00 0,00 | 2.825.477.844,00
27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 200.000.000,00 19'006'100'052’8 5.168.462.249,00 0,00 0,00 24.174.562.301,(())
27 | 3.27.0.00.0.00.21.0000 | Dinas Pertanian 200.000.000,00 | 190001000520 1 5 168 462 249,00 0,00 000 | 24174562301
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
30 PERDAGANGAN 100.000.000,00 | 3.344.850.796,00 430.045.084,00 0,00 0,00 | 3.774.895.880,00
30 | 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100.000.000,00 | 3.344.850.796,00 430.045.084,00 0,00 0,00 | 3.774.895.880,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
31 PERINDUSTRIAN 100.000.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00
31 | 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100.000.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
32 TRANSMIGRASI 0,00 61.152.750,00 0,00 0,00 0,00 61.152.750,00
32 | 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,00 61.152.750,00 0,00 0,00 0,00 61.152.750,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 000 | 448279937950 | 4 245 284.800,00 0,00 000 | 48:873.278.595,0
01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 22'739'379'331’8 2.058.383.000,00 0,00 0,00 24.797.762.331,(())
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2501 | Bagian Umum 000 | 17852685730 | 1 958 383.000,00 0,00 000 | 19811008731
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2502 Bagian Pemerintahan 0,00 600.737.000,00 0,00 0,00 0,00 600.737.000,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2503 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 | 2.221.006.000,00 0,00 0,00 0,00 | 2.221.006.000,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2504 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0,00 406.325.100,00 0,00 0,00 0,00 406.325.100,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2505 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0,00 210.018.000,00 0,00 0,00 0,00 210.018.000,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2506 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 17.384.000,00 0,00 0,00 0,00 17.384.000,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2507 Bagian Hukum 0,00 463.479.500,00 100.000.000,00 0,00 0,00 563.479.500,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2508 Bagian Ekonomi 0,00 776.998.000,00 0,00 0,00 0,00 776.998.000,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2509 Bagian Unit Layanan Pengadaan 0,00 190.746.000,00 0,00 0,00 0,00 190.746.000,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 21'888'614'464’8 2.186.901.800,00 0,00 0,00 24'075'516'264’8
02 | 4.02.0.00.0.00.24.0000 | Sekretariat DPRD Muna Barat 0,00 | 21-888.614.464.0 |, 185 901.800,00 0,00 0,00 | 24:075:516.264,0

0

0

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

684.181.505.107,

76.516.778.580,0

865.433.500,00

1.800.000.000,

103.126.459.500,

182.308.671.580,

00 0 00 00 00
01 PERENCANAAN 0,00 | 5.774.383.812,00 240.630.000,00 0,00 0,00 | 6.015.013.812,00
01 | 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00 | 5.774.383.812,00 240.630.000,00 0,00 0,00 | 6.015.013.812,00

684.181.505.107,

66.681.572.627,0

1.800.000.000,

103.126.459.500,

171.706.947.627,

02 KEUANGAN o 9| 9891550000 o o -
02 | 5.02.0.00.0.00.28.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 671'781'505'1%70’ 64'476'190'870’8 41.000.000,00 1'800'000'0%% 103'126'459'5%% 169'443'650'32%
02 | 5.02.0.00.0.00.31.0000 | Badan Pendapatan Daerah 12'400'000'000'8 2.205.381.757,00 |  57.915.500,00 0,00 0,00 | 2.263.297.257,00
03 KEPEGAWAIAN 0,00 | 3.155.834.141,00 |  75.888.000,00 0,00 0,00 | 3.231.722.141,00
03 | 5.03.5.04.0.00.29.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 0,00 | 3.155.834.141,00 75.888.000,00 0,00 0,00 | 3.231.722.141,00
Daya Manusia
04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 |  27.602.000,00 0,00 0,00 000 |  27.602.000,00
04 | 5.03.5.04.0.00.20.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 0,00 |  27.602.000,00 0,00 0,00 0,00 |  27.602.000,00
Daya Manusia
05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 | 877.386.000,00 | 450.000.000,00 0,00 0,00 | 1.327.386.000,00
05 | 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00 877.386.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 | 1.327.386.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 10'029'291'316'8 1.246.046.100,00 0,00 0,00 11'275'337'416'8
01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 10'029'291'316’8 1.246.046.100,00 0,00 0,00 11'275'337'416'8
01 | 6.01.0.00.0.00.26.0000 | Inspektorat 0,00 10'029'291'316’8 1.246.046.100,00 0,00 0,00 11'275'337'416'8
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 | 18:945.764.712.0 | 255 535 450,00 0,00 0,00 | 19-670.997.162,0

0

0

Lampiran : Hal 8




Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

01 KECAMATAN 0,00 18'945'764'712’8 725.232.450,00 0,00 0,00 19'670'997'162’8
01 | 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi 0,00 | 1.409.212.128,00 8.298.360,00 0,00 0,00 | 1.417.510.488,00
01 | 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka 0,00 | 1.530.849.706,00 30.003.300,00 0,00 0,00 | 1.560.853.006,00
01 | 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi 0,00 | 1.657.935.000,00 35.053.850,00 0,00 0,00 | 1.692.988.850,00
01 | 7.01.0.00.0.00.32.0001 KELURAHAN KONAWE 0,00 128.380.300,00 0,00 0,00 0,00 128.380.300,00
01 | 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan 0,00 | 2.842.727.167,00 185.137.500,00 0,00 0,00 | 3.027.864.667,00
01 | 7.01.0.00.0.00.33.0001 KELURAHAN WAUMERE 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
01 | 7.01.0.00.0.00.33.0002 KELURAHAN TIWORO 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
01 | 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa 0,00 | 2.358.755.992,00 48.700.480,00 0,00 0,00 | 2.407.456.472,00
01 | 7.01.0.00.0.00.34.0001 KELURAHAN WAMELAI 0,00 267.612.765,00 82.388.700,00 0,00 0,00 350.001.465,00
01 | 7.01.0.00.0.00.34.0002 KELURAHAN LAPADAKU 0,00 302.791.765,00 47.210.000,00 0,00 0,00 350.001.765,00
01 | 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah 0,00 | 1.338.310.460,00 31.968.000,00 0,00 0,00 | 1.370.278.460,00
01 | 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara 0,00 | 1.481.706.632,00 13.770.000,00 0,00 0,00 | 1.495.476.632,00
01 | 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan 0,00 | 1.295.338.651,00 0,00 0,00 0,00 | 1.295.338.651,00
01 | 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti 0,00 | 1.476.512.626,00 11.000.100,00 0,00 0,00 | 1.487.512.726,00
01 | 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga 0,00 | 1.459.702.484,00 5.000.000,00 0,00 0,00 | 1.464.702.484,00
01 | 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi 0,00 | 1.195.929.036,00 26.702.160,00 0,00 0,00 | 1.222.631.196,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 | 3.619.085.741,00 44.000.000,00 0,00 0,00 | 3.663.085.741,00

01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 | 3.619.085.741,00 44.000.000,00 0,00 0,00 | 3.663.085.741,00
01 | 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 | 3.619.085.741,00 44.000.000,00 0,00 0,00 | 3.663.085.741,00
e AN

01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0001 SMPN 1 LAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0002 SMPN SATAP 1 LAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0003 SMPN 1 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0004 SMPN 2 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0005 SMPN 1 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0006 SMPN 1 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0007 SMPN 2 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0008 SMPN SATAP 1 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0009 SMPN 2 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0010 SMPN 1 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0011 SMPN 2 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0012 SMPN 3 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0014 SMPN 1NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0015 SMPN SATAP 1 NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0016 SMPN SATAP 2 NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0017 SMPN 1 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0018 SMP SATAP 1 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0019 SMPN SATAP 1 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0020 SMPN SATAP 3 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0021 SMPN SATAP 4 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0022 SMPN 1 TIWORO TENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0023 SMPN 1 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0024 SMPN 2 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0025 SMPN SATAP 1 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0026 SMPN SATAP 2 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumiah Belanja
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0028 SMPN SATAP 4 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0029 SMPN SATAP 5 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22,0.00.01.0030 SMPN 1 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 [ 1.01.2.22.0.00.01.0031 SMPN 2 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0032 SMPN SATAP 1 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0033 SMPN SATAP 2 TIKEP 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0034 SMPN 1 MAGINTI 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0035 SMPN SATAP 2 TIWORQO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0036 SMPN SATAP 2 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0037 SMPN SATAF 3 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 721.411.124.563, | 525.173.432.979, | 131.403.296.549, | 1.800.000.000, | 103.126.459.500, 761.503.189.029,
00 60 40 00 00 00

Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024

Pj Bupati

PAHRI YAMSUL
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Lampiran Il : Peraturan Daerah

Nomor : 06 Tahun 2024

Tanggal : 31 Desember 2024
KABUPATEN MUNA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4 PENDAPATAN DAERAH 721.311.124.563,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.982.761.107,00
4.1.01 Pajak Daerah 12.400.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 1.900.000.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.828.255.073,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 16.854.506.034,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 654.098.744.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 626.253.744.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 27.845.000.000,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.229.619.456,00
4.3.02 Dana Darurat 9.063.829.000,00
4303 Perbgér;:]a;;?uizgizg?‘tan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 25.165.790.456,00

BELANJA DAERAH
Urusan

. : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan

Bidang Urusan :1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi :1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi :1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program :1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil : Indeks Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan :1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran : Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.925.000,00

Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL
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5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.041.850,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.830.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar|

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.323.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 10.060.871.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.860.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK

Indikator Keluaran

: Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 399.850.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.510.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 901.525.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 124.334.300,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI

Lampiran : Hal 17



5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.760.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.147.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 6.153.688.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Lampiran : Hal 18



Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.160.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Indikator Keluaran : Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.750.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.228.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Lampiran : Hal 19



Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 1.742.888.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 99.907.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 49.997.900,00
Kegiatan :1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 440.390.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

Lampiran : Hal 20



KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.05 Belanja Hibah 199.420.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
Program :1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah

Kegiatan

:1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai LAKIP

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.269.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

Lampiran : Hal 21




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan :1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 148.604.189.023,00
Kegiatan :1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.440.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Lampiran : Hal 22



5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.806.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.645.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentse Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dengan baik

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Lampiran : Hal 23




KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00

Bidang Urusan

:1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyediaan Fasilitas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 767.367.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.468.828.750,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.900.071.250,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.150.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

Lampiran : Hal 24



5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

700.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas

Kesehatan Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman

di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

yang disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.426.000,00

Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.552.770.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

Lampiran : Hal 25



51

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 4.147.105.892,00

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terlaksana tugas-tugas perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.670.097,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.508.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Lampiran : Hal 26




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan :1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 27.317.816.307,00
Kegiatan :1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00

Lampiran : Hal 27



Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.222.600.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.115.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS LAILANGGA

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran : Hal 28



Indikator Keluaran

: Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.226.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Lampiran : Hal 29



KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI

Lampiran : Hal 30



5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

176.501.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.220.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.780.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.978.368,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.485.632,00

Lampiran : Hal 31



Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.774.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan

Lampiran : Hal 32



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00
Program :1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi

Kegiatan

:1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 98.431.200,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.607.800,00
Program :1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: % Rumah tanggga yang ber-PHBS

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: % Rumah tanggga yang ber-PHBS

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.208.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Lampiran : Hal 33



Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
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Kegiatan

:1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran -
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS LAWA

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.538.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

10.160.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.010.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 733.970.100,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.124.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

- Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00
Program :1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi

Kegiatan

:1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM

di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 109.121.600,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.280.400,00
Program :1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: % Rumah tanggga yang ber-PHBS

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: % Rumah tanggga yang ber-PHBS

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.237.500,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.337.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.995.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran -
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BARANGKA

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA
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Indikator Hasil

: Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.425.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

226.175.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.520.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.845.380,00
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

64.914.620,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

- Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00
Program :1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi

Kegiatan

:1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 25.013.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.052.000,00
Program :1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: % Rumah tanggga yang ber-PHBS

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: % Rumah tanggga yang ber-PHBS

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

:1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
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Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.037.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

Lampiran : Hal 47



5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

Kegiatan

:1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran -
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS WUNA

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.724.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.062.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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51

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

12.360.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.627.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.036.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

Lampiran : Hal 51



5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.567.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00
Program :1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi

Kegiatan

:1.02.03.2.02 Peren